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PERATURAN PEMERINTAH No 10 TAHUN 1952

- _"EJID"“ REPUBLIX INDONESIA,

Menimbang: bghwa nada waktu ini adas dua peraturan Jjang berbsdaan mengenai
daftar nermgataan ketjakapan untuk pegawai Negeri,sehingga ner-
lu diadakan satu neraturan mengenai hal itu Jjang berlaku untuk
semua pegawal Nagari.

Mengingat: Peraturan Pemerintah Republik Indon351a dahulu No 16 tahun 1950
dan peraturan termuat dalam Bijblad No 11403 |

Mendengar: Dewan Menteri nada rapatnja pada tanggal 15 Pebrusri 1952.

MENMUTUS AN

Dencan membatalkan Peraturan Pemsrintah Republik Indonesia dshulu Wo 16
tahun 1950 dan peraturan termuat dalam Bijblad No 11405 serta segala keten-
tuan jang bertentangan dengan peraturan ini,menstapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DAFTAR PERNJATAAN KETJAXAPAN UNTUX PEGAWAT
NEGERL

PASAL 1

1. Tiap-tiap tehun sekali bagi golongan-golongan pegawal jang ditentukan
oleh Menteri untuk Kementeriannjs masing-masing dltetnﬁk’ daftar per-
antaan ketjakapan untuk keﬂentlnvan kenaikan 3ﬂngkat maupun kenaikan
gadji jang tertentu bagi pegawai jang bersangkutan.

2. Dafter parnjataan thJakaaan itu ditetapkan oleh pembesar-psmbesar
berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai menurut peraturan Jjang
berlaku Jan.dapat diserahkan kepada 3en639bmh-wendgnbat dibawah pimpi-
nannja,axan tetapi pendjabat-pendjabat ini serendah-rendshnja adalah
kepala Djawaten atsu Kepala Xantor Pemerinigh Pusss.

3. Penetapan daftar-daftar sebagal termaksud d&lam ajat 1 didasarkan atas
pertimbangan-nertimbangan jeng setjara hierachis telah disamnaiksn ke-
padar ja.

4, Daftar pernjatsan kestjekapan disslesaikan olsh pembesar tsrsebut dalam
ajat 2 sebisa-bisanja pads tanggal 71 Desember tisp tahunnja.

jang
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PASAT, 2

Daftar pernjataan ketjakapan itu diselesaikan setjasra rahasia,dibubuhi tang
gal dan ditsndstangani oleh Jjanz menjataken.

PASAT 3

Tiap-tiap pernjataan ketjakapan msérupskan pertimbangan jeng bebas dari #e-
gala pengaruh dan berdasarken atas kenjetaan atau atas kejakinen dari jsnz
nanjatakan.

PASAT, 4

1. Pwnthaan retjakapan tentans pekerd jaan disimpulkan dslam susunan kata-
cata sebara& b‘“lkut.

l. istfmews,

2. amat baik,

J. baik, _
4. lebih dari tjukup, .
5. tjukup,

6+ belum tjukup,

T+ tidak tjukup,

. tidak baik,
. Pernjataan ketjakapan untuk mendapat kenaikan gadji jamg tertentu
adalah:
l. ja,
2. belum,
2. tidak,
5. Untuk kenaikan pangkat pernjetaan ketjakapan itu berbunji:



'L ‘ilrtjnbaan:
7. belum,

‘ﬁ. tia;i. )
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PASAL &

1. Tiap-tiap pernjataan Ketjakapan jang tidak memuaaka?i"hams didasarkan®
atas glasan-alasan jang lengkap.
2. Jang dianggap pernjetaan keijakapan jang tidak memuaskan ialah:
mangzenal peskerdjaan: l.belum tjukup,
2.tidak tjukup, - "
Z.tidak baik;
manzenal kenaikan gadji jang tertentu: l.belum,

2. tidak:

msngenai kenaikan pangket: l.dengan petjobaan,
Z.belum,
Jetidak;

terketjuali merska jang kurang pengalaman karena kurang masakerdjanja.

9+ 3elandjutnja sesuatu pernjataan,sekalipun tidak termasuk dalam apa jang
disebut diatas,bearti ®idsk memuaskan,djika pernjatasn itu dapst merugi-
Kan pegawai.

PASAL &

Tiap~tiap pernjataan ketjakapan diberikan kepada pegawai jang bersangkuta
dalam wektu 14 hari sesudsh ditetapkan oleh pembesar jang bersangkutan
terssbut delam nasal 1 ajat 2,

g : PAZAL 7

1. Dalam waktu 14 hspl seterimanjs dsftar pernjataan terssbut dalam nasal 65
maka pegawai jang bersangkutan mengirimksn kembali daftar itu satjara
hierachie sesudah ditanda-tangani untuk,, mengatahui?®
dengan diisi hari bulannja. e

2, Djika jang dinjatakan tidak dapat menerima pernjataan jang' tidak memuaaﬁg
daftar pernjatasn dikirimksn kembali dengan diisi perkataan ,, keberatif-
Djika jeng dinjatakan melalaikan ini,maka dianggap tidak berkeboratan tel
hadap pernjataan jang tidak memuaskan itu. i

= Djika pernjataan itu memuaskan,pegawai berhak djuga menjatakan keh??atgat
nje,kalau pernjataan ketjakapan itu kurang memuasksn dari pads pern 1o
d8lam tshun jang lglu. a

4., Dalam 14 hari sesudah @aftiar pernjataan ditandat-angani dsngan perkatsa
sy k=beratan ’’sebagaimana dfMentukan dalam ajat 2 pasal ini,paka pegawai
Jang bersangkutan mengirimkan surat keberatan dengan djalan hierach®e ke-
pada pembesar jang bersangkutan tarssbut dalam pasal 1 ajat 2.

.

PAGAL 8

Pernjataan ketjakapan jang tidak memuaskan,selama wakt& untuk memadjukan
keberatagfelum lampau etau belum ada pulusan dari jang berkewadjibah memu‘un
kan,hanja dianggap sementara merugikaq.jang dinjatakan.

-

PASAT, 9

Djikkq walktu 14 hari tersebut dalam pasal 7 a%ht.1 dan ajat 4 tidek Aipergu-
nalkan maka h#k untuk memadjukan keberatan oleh jang dinjstakan tidak dgpat
dipergunakan lagi,ketjuali dalam hel-hal luar bissa jang beralasan.

-
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¥, 2 PASAL 10

1. Oleh pendjﬁﬁat.jang_gerkewadjiban mengambil putusan tentang kesberatan-
keberatan Jjang diadjuakan dibentuk sebuah Panitya untuk menentukan sikap
tertentu.

2. Apabila jang berkewadjibah mengambil putusan belum dapat mengambil tin~

dakan jeng tertentu terhadap keberatgn-keberatan jang diadjuakan olsh

Jjang dinjatskan, akan tetapi mesih membutuhkan waktu pertjobaan bagi jang

dinjatakan,maka diambil tindakan Jjang dianggap perlu wntuk kepentingan

jang dinjatakan.

PASAL 11

l. Panityn tersebut dalam passl 10 ajat 1 terdiri dari:
8. ssorang anggauta ditundjuk oleh jang dinjateksn dari salah secTans
nagawal Negeri dari Kementerian/Djawatan atau Kantornjd;

. seorvang anggauta lain wakil dari Xementerian/Dgawatan atau Kantor deri
Jang dinjatakan dan ditundjuk oleh jang menjatalan;
¢c. seorang anggauta merangkap ketua ditundjuk oleh anggauta-anggauta sub

a dan b. '

2. Para snpggauta dari Panitys harus berpangkat lebih»tinggi atau sama,akan
tetapi lebih tua dalam pangkatnja,dari pade jang dinjatakan,

Sa %etugt?anitya dapat mengangkat seorang pegawal lain sebagal penulis Pani-
tya itu.

PAGAL 12
Panitya barhak memeriksa segala surat-surat jang diperlukannja.
Panitya bavhak pula meminta keterangan densan lissnatau tulisan kepada
siapapun junzy termasuk dalam lingkungan Xementerian/Dgawatan/Kantor Adslam
kekunasaan muna Jjang dinjatakan bekerdja,
. Panitya berkewadjiban selekas mungkin memberi nendapatinja lkepada Pembasar

Jang besrkewadjiban mengambil putusan.
4, Fare angzauta dan penulis dari Panitya wadjib mengrahasiakan pendapatnja.
PAE;ATI 'L:I

Putusan tertulls terhadap keberatan Jjang diadjuaksn oleh jang dinjatakan,

diterangican dalam surat putusan dari jang barkewadjiban mengambil putusan

denizon memberhentikan pendapat Panitya paling lambat dalam 4 bulan sesudah
hnri wektu pehandlatanpanan surai keberatan.

el e
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PASRL 14

Peratutran Pemerintah ini dianggap mulai ‘berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1952.
Agay supnja setiap orang dapat mengetahuinja,memerintahkan pengundangan

Beguturan Pamerinteh ini dengan penempatan dalam Lembaran Negsra Republik

Indonesia,

Ditatapkan di Djakarta
nada tanggal 20 Pebruari 1952

___ Blundangcan PRESTDEN REPUBLIX INDONESIA
iy tangeszl <2 Pebruarl 1952 Soekarno
ENTERT TCEHAXTMAN FENTERL URUSAN PECAWAT
Ghigmad Hazrun Soeroso
PENDJETASAN ¢

- - . ¥ e
“trarti temnjate durl certimbangannie,makas maksud Pernturan Pemerintsh int
Talyh uﬂtgk manghantikan kasdeen,bahva pade waktu ini berlaku dun persturan
Denggnsl Jaftar cerkjataan kstjakapan pegawal Negeri.
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Beljazai dasar neraturan-perggu#an ini diambil Peraturan Pemerintah R.I.
bentuk lama o 16 tahun 1950

PerBedaah dsngan peraturan Pemerintah itu hagja tsrdapat dalam satu hal,
1alah sebagai berikut.

Menurut peraturan R.I. dashulu,mska daftar pernjataan ketjakanan itu padas
azasnja harus diadskan untuk semua pegawai , ﬁjlka mereka tidak diketjualiken
dengzan penetapan tersendiri oleh pendjabat jang berwadjib.Menurut Peraturan
sekaran*,ml;a daf’tar pernjataan ketjakapan.itu tidak periu ditetapkan untuk
semua pegwal,melainkan heanjs untuk ueb~ralaa golongan pegaval tertentu,jang
akan flr_und,juk oleh Wenteri jang bersangkutan menurut kemungkinan dan kebu-
tuhan pads kementeriannja -aasino‘-masing.

Perobahan ini dipandang lebih sesui dengan kaéutuhan tata-usaha dan kemung-
kinan untuk menglaksanakannja.
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LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
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No. 15, 1952. PEGAWAI NEGERI SIPIL.KETJAK4PAN.
Peraturan Pemerintah Nr 10 tahun 1952,
tentang daftar pernjataan ketjakapan
pegawal Negerl (Pendjelasan dalam

Tambahan Lembaran-Negara Nr 201).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

lMenimbang: bahwa pada waktu ini ada dua peraturan
Jang berbedaan mengenai daftar pernjataan ketjakapan
untuk pegawal Negerl,sehingga perlu diadakan satu peratu-
Ean mgngenai hal itu jang bLerlaku untuk semua pegawai
egeri. -

Mengingat: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
dahulu Nr 16 tahun 1950 dan peraturan termuat dalam
Bijblad No.11403.

_ . _ Mendengar: Dewan Menterl pada rapatnja pada tang-
gal 15 Februari 1952.

Memutus ka n:

Dengan membatalkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia dahulu Nr 16 tahun 15950 dan peraturan termuat
dalam BiJblad 1io.11403 serta segala ketentuan jang ber-
tentangan dengan peraturan ini,menetapkan:

PERATURAN PEMERINIAH TENT ANG DAFTAR
PERNJAT AAN FETJAEAPAN UNTUK
PEGAWAI NEGERI .

Pasal 1.

(L) Tiapatiap tahun sekali bagl golongan-golongan
pegawal Jang ditentukan oleh Menteri untuk Kewenteriannja
masing-masing,ditetapkan daftar pernjataan ketjakapan
untuk kepentingan kenalkan pangkat,maupun kenaikan gadji
Jang tertentu bagl pegawal jang bersangkutan.

(2) paftar pernjataan ketjakapan itu ditetapkan
oleh pembesar-pembesar Jang berhak mengangkat dan memper-
hentikan pegawal menurut peraturan jang berlaku dan dapat
diserahkan kepada pendjabat-pendjabat dibawah pimpinan-
nja,akan tetapl pendjavat-pend jabat ini serendsh-rendah-
nja adaelah Kepala Djawatan atau Kepala Kantor Pemerintahn
Pusat.

(3) Penetapan daftar-daftar sebagal termaksud
dalam ajat 1 didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan
Jang setjara hierzrchie telah disampaikan kepadanja.

(4) paftar pernjataan Letjakapan diselesaikan
oleh pembesar tersebut dalam ajat 2 sebisa-bisanja pada
tanggal 31 Desember tiap tahunnja.

= Pasal 2.0sss
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paftar pernjataan ketjakapan itu diselesaikan setja-
ra rahasia,dibubuni tanggal dan ditandatangani oleh
jang menjatakan.

Pasal 3.

Tiap-tiap pernjataan ket jakapan merupakan pertimba-
ngan jang bebas dari segala_peggaru@ dan berdasarkan
atas kenjataan atau atas kejakinan dari Jjang menjatakan.

Pasal 4.

(1) Pernjataan ketjakapan tentang pekerdjaan disim-
pulkan dalam susunan kata-kata sebagal berikut:

1, istimewa,

2. amat baik,

3. baik,

4, lebih dari tjukup,
5. tjukup,

6. belum tjukup,

7. tidak tjukup,

8. tidak baik,

(2) Pernjataan ketjakapan untuk mendapat kenaikan
gadji jang tertentu adalah:
1. ja,
- I beluﬂl,
3. tidak.

(3) Untuk kenaikan pangkat pernjataan ketjakapan
itu berbunji:
1. 38,
2. dengan pertjobaan,
3. belum,
4, tidak.

Pasal 5,
(1) Tiap-tiap pernjataan ketjakapan jang tidak me-
muaskan harus didadarkan atas alasan-alasan jang lengkap.

(2) Jang dianggap pernjataan ketjakapan jang tidak
memuaskan ialah:

mengenai pekerdjaan: 1. belum tjakup,
2. tidak tjukup,
3. tidak baik

mengenal kenaikan gadji jang tertentu:
1. belum ,

mengenal kenaikan pangkat:

1. dengan pertjobaan,

2. belum,

30 tidak;
terketjuali mereka jang kurang pengalaman karena kurang
masa kerdjanja.

—

(3) Selandjutnja.....
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(3) Selandjutnja sesuatu pernjataan sekalipun tidak ter-
masuk dalam apa jang disebut diatas,berarti tidak memuaskan,
djika pernjataan itu dapat merugikan pegawai.

Pasal 6.

Tiap-tiap pernjataan ketjakapan diberikan kepada pegawai
jang bersangkutan dalam waktu 14 harli sesudah ditetapkan
oleh pembesar jang bersangkutan tersebut dalam pasal 1 ajat 2.

Pasal 7.

(1) Dalam waktu 14 hari seterimanja daftar pernjataan
tersebut dalam pasal 6,maka pegawal jang bersangkutan mengirim-
kan kembali daftar itu setjara hierarchie sesudah ditanda-
tangd/untuk "mengetahui" dengan diisi hari bulannja.

(2) Djika jang dinjatakan tidak dapat menerima pernjataan
jang tidak memuaskan,daftar pernjataan dikirimkan kembalil
dengan diisi perkataan "keberatan".Djika jang dinjatakan
melalaikan ini, maka dianggap tidak berkeberapan terhadap
pernjataan jang tidak memuaskan itu.

(3) Djika pernjataan itu memuaskan,pegawai berhak djuga
menjatakan keberatannja,kalan pernjataan ketjakapan itu ku-
rang memuaskan dari pada pernjataan dalam tahun jang lalu.

(4) Dalam 14 hari sesudah daftar pernjataan ditandatanga-
ni dengan perkataan "keberatan" sebagaimana ditentukan dalam
ajat (2) pasal ini,maka pegawai jang bersangkutan mengirimkan
surat keberatan dengan djalan hierarchie kepada pembesar jang
bersangkutan tersebut dalam pasal 1 ajat (2?.

Pasal 8.

Pernjataan ketjakapan jang tidak memuaskan,selama waktu
untuk memadjukan keberapan belum lampau atau belum ada putu-
san dari jang berkewadjiban memutuskan,hanja dianggap semen-
tara merugikan jang dinjatakan.

Pasal 9,

Dgika waktu 14 hari tersebut dalam pasal 7 ajat (1) dan
ajat (4) tidak dipergunakan,maka hak untuk memadjukan kebera-
tan oleh jang dinjatakan tidak dapat dipergunakan lagi, ketju-
ali dalam hal-hal luar biasa jang beralasan.

Pasal 10,

(1) 0leh pendjabat jang berkewadjiban mengambil putusan
tentang keberatan-keberatan jang diadjukan dibentuk sebuah
Panitya untuk menentukan sikap tertantu.

(2) Apabila jang berkewadjiban mengambil putusan belum
dapat mengambil tindakan jang tertentu terhadap keberatan-
keberatan jang diadjukan oleh jang dinjatakan,akan tetapi
masih membutuhkan waktu pertjobaan bagi jang dinjatakan,

maka diambil tindakan jang dianggap perlu untuk kepenti
jang dinjatakan. : o8 pentingan

Pasal 11.
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Pasal 1l.

(1) Panitya tersebut dalam pasal 10 ajat (1) terdiri
dari:

a., seorang anggaunta ditundjuk oleh jang dinjatakan dari salah
seorang pegawai Negeri dari Kementerian/Djawatan atau Kan-
tornjas :

b. seorang anggauta lain wakil dari Kementerian/Djawatan atan
Kantor dari jang dinjatakan dan ditundjuk oleh jang menja-
takan;

Ce seoraﬁg anggauta merangkap ketmna ditundjuk oleh anggaunta-
anggauta sub a dan b.

(2) Para angganta dari Panitya harus berpangkat lebih
tinggi atan sama,akan tetapil lebih tua dalam pangkatnja,dari
pada jang dinjatakan,

(3) Ketua Panitya dapat mengangkat seorang pegawai
lain sebagai penulis Panitya itu.

Pasal 12,

(1) Panitya berhak memeriksa segala surat-surat jang
diperlukannja.

(2) Panitya berhak pula meminta keterangan dengan lisan
atau tulisan kepada siapapun jang termasuk dalam lingkungan
Kementerian/D jawatan/Kantor dalam kekuasaan mana jang dinja-
takan bekerdja.

(3) Panitya berkewadjiban selekas mungkin memberi pen-
dapatnja kepada Pembesar jang berkewadjiban mengambil putusan.
(4) Para anggauta dan penulis dari Panitya wadjib

mengrahasiakan pendapatnja.

Pasal 13,

Putusan tertulis terhadap keberapan jang diadjukan
oleh jang dinjatakan,diterangkan dalam surat putusan dari
Jang berkewadjiban mengambil putusan dengan memperhatikan
pendapat Panitya paling lambat dalam 4 bulan sesudah hari
waktu psnandatanganan surat keberatan.

Pasal 14.

Peraturan Pemerintah ini dianggap mulai berlaku pada
tanggal 1 Djannari 1952,

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja,memerintah-
kah pengundangan Peraturan Pemerintah @t ini dengan penempatan
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 20 Pebrunari 1952.
Presiden Republik Indo-
nesia

Diundang 44> SOEKARNO, -

pada tanggal 22 Pebruari 1952. Menteri Urusan Begawai,

Menteri Kehakiman. dto. SOER0OSO.
MOEHAMMAD NASROEN.= =

Untuk salinan jang serupa,
Djary.Tulis
o ']\f‘ . r!_)
\ "I censer Jf,/f-’*:

( S.Is&~@ﬁf@i%y).-
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No. 15, 1952. PEGAWAI NEGERI SIPIL.KETJAKAPAN.
Peraturan Pemerintah Nr 10 tahun 1952,
tentang daftar pernjataan ketjakapan
pegawal Negerl (Pendjelasan dalam
Tambahan Lembaran-Negara Nr 201). .

PRESIDEN REPUBLIK . INDONESIA,

Menlmbang: bahwa pada waktu inl ada dua peraturan
Jang berbedaan mengenai daftar pernjataan ket jakapan.
untuk pegawal Negeril,sehingga perlu diadakan satu péeratu-
ﬁgn mgngenai hal itu jang berlaku untuk semua pegawai
egerl.

Mengingat: Persturan Pemerintah Republik Indonesia
dahulu Nr 16 tahun 1950 dan peraturan termuat dalam
Bijblad No.11403.

Mendengar: Dewan Menteri pada rapatnja pada tang-
gal 15 Februari 1952,

Memutus ka n:

Dengan membstalkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia dahulu Nr 16 tahun 1950 dan peraturan termuat
dalam Bijblad No.11403 serta segala ketentuan jang ber-
tentangan dengan peraturan ini,uenetapkan:

PERATURAN PEMERINT AH TENTANG DAFTAR
PERNJAT AAN KETJAL APAN UNTUE
PEGAWAI NEGERI .

Pagal 1.

(1) Tiapatiap tahun sekali bagi golongan-golongan
pegawal jang ditentukan oleh Menterl untuk kementeriannja
masing-masing,ditetapkan daftar pernjataan ketjakapan
untuk kepentingan kenalkan pangkat,maupun kenaikan gadji .
Jang tertentu bagi pegawal Jjang bersangkutan.

(2) paftar pernjatsan ketjakapan itu ditetapkan
oleh pembesar-pembesar Jjang berhak mengangkat dan memper-
hentlkan pegawal menurut peraturan jang berlaku dan dapat
diserghkan kepada pend jabat-pend jabat dibawah pimpinan-
nja,akan tetapi pendjabat-pendjabat ini serendah-rendah-
nja %dalah Fepala Djawatan atau Kepala Yantor Pemerintah
Pusat.

(3) Penetapan daftar-daftar sebagal termaksud
dalam ajat 1 dldasarkan atas pertimbangan-pertimbangan
Jang setjara hierarchie telah disampaikan kepadanja.

(4) Daftar pernjataan ket jJakapan diselesaikan
oleh pembesar tersebut dalam ajat 2 sebisa-bisanja pada
tanggal 31 Desember tiap tahunnja.

Pagal 2eeeee
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Pasal 2.

paftar pernjataan ketjakapan itu diselesaikan setja-
ra rahasla,dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh

jang menjatakan.

Pasal 3.

rviap-tiap pernjataan ketjakapan merupakan pertimba-
ngan jang bebas darl segala pengaruh dan berdasarkan
atas kenjatsan atau atas kejakinan darl Jjang menjatakan.

Pagal 4.

(1) rernjataan ketjakapan tentang pekerdjaan disim-
pulkan dalam snsunan kata-kata sebagal berikut:
1. istimewa,
2. amat baik,
3, baik,
4, labih dari tjukup,
5, tjukap,
6. belum tiuk&p,
7. tidak tjukuap,
8. tidak baik,

(2) Parnjataan ketjakapan untuk mendapat kenaikan
gadji jang tertentu adalah:
l, jJa
b5 beilm’
3. tidak.
(3) Untuk kenaikan pangkat pernjataan ketjakapan
itu berbunji:
1., Ja,
2. dengan pertjobaan,
3. bﬂlum’
4, tidak,

asa
(1) Tiap-tiap parniataan ketjakapan jang tidak me=-
muaskan harns didadarikan atas alasan-alasan jang lengkap.

(2) Jang dianggap pernjataan ketjakapan jang tidak
memuaskan ialah:

mengenai pekerdjaan: 1. belum tjukup,
2, tidak tjukup,
3. tidak bailk

mengenail kenaikan gadji jang tertenta:

1. balum ’
2 tidﬂki

mengenai kenaikan pangkat:

1., dengan pertjobaan,

2. bﬂlm'

3. tidak;
terketjuali merska jang kurang pengalaman karena kurang
maga kﬁrdjanjao

(3) Selandjutnid.....
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(3) Selandjutnja sesnatu pernjataan sekalipun tidak ter-
masuk dalam apa jang disebut diatas,berarti tidak memuaskan,
djika pernjataan itu dapat msrugiknn pegawai.

rasal 6.

Tiap~tiap parnjataan ketjakapan diberikan kepada pegawal
jang bersangkntan dalam waktu 14 hari sesudah ditetapkan
oleh pembesar jang bersangkntan tersebut dalam pasal 1 ajat 2.

_Pasal 7,

(1) Dalam waktu 14 hari seterimanja daftar pernjataan
tersebut dalam pasal 6,maka pegawal jang bersangkutan mengirim
kan kembali daftar itu setjara hierarchie sesudah ditanda-
tanga/untuk "mengetahni' dengan diisi hari bulannja,

(2) Djika jang dinjatakan tidak dapat menerima pernjataan
Jang tidak memnaskan,daftar pernjataan dikirimkan kembali
dengan diisi perkataan "kebaratan".Djika jang dinjatakan
melalaikan ini, maka dianggap tidak berkeberagan terhadap
pernjataan jang tidak memwaskan itu.

(3) Djika pernjataan itu memnaskan,pegawai berhak djuga
menjatakan keberatannja,kalau pernjataan ketjakapan itu ku-
rang memuaskan dari pada pernjataan dalam tahun jang lalu.

(4) palam 14 hari sesudah daftar pernjataan ditandatanga-
nl dengan perkataan "keberatan" sebagaimana ditentukan dalam
ajat (2) pasal ini,maka pegawal jang bersangkntan menglrimkan
surat keberatan dengan djalan hierarchie kepada pembesar jang
bersangkutan tersebut dalam pasal 1 ajat (Eg.

pasal 8,

Pernjataan ket jakapan jang tidak memuaskan,selama waktu
untuk memadjukan keberatan belum lanmpan atan belum ada putu-
san dari jang berkewadjiban memutuskan,hanja dianggap semen-
tara merugikan jang dinjatakan.

Pagal ©

Diikn waktu 14 hari tersebut dalam pasal 7 ajat (1) dan
ajat (4) tidak dipergunakan,maka hak untuk memadjukan kebera-

tan oleh jang dinjatakan tidak dapat dipergunakan lagi, ketju-
ali dalam hal-hal luar blasa jang beralasan.

~Pasal 10,

(1) 0lsh pendjabat jang berkewadjlban mengambil putusan
tentang keberatan-keberatan Jang dladjukan dibentuk sebuah
Panitya untuk menentukan sikap tertamtu.

(2) apabila jang berkewadjiban mengambil putusan belum
dapat mengambil tindakan jang tertentu terhadap keberatan-
keberatan jang diadjukan oleh jang dinjatakan,akan tetapni
masih membutuhkan waktn pertjobaan bagl jang dinjatakan,
maka diambil tindakan jang dlanggap perlu untuk keventingan
Jang dinjatakan,

Pasal 11,
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~Pasal 11.

(1) Panitya tersebut dalam pasal 10 ajat (1) terdiri
dari:

a. seorang anggauta ditundjuk olsh Jang dinjatakan dari salah
seorang pegawal Negeri dari Kementerian/Djawatan atan Kan-.,
tornja :

b seorané anggauta lain wakil dari Kementerian/Djawatan atau
Kantor dari jang dinjatakan dan ditundjnk oleh jang menja-
takan

Ca saoragg angganta merangkap ketna ditundjuk olsh anggauta-
anggauta sub a dan b, :

(2) Para anggavta dari Panitya harus berpangkat lebilh
tinggl atan sama,akan tetapi lobih tua dalam pangkatnja,dari
. pada jang dinjatakan.

(3) Ketua Panitya dapat mengangkat seorang pegawail
lain sebagal pennlis Panitya ita.

Pagal 13,

(1) Panitya berhak memeriksa segala surat-surat jang
diperlukannja.

(2) Panitya berhak pula meminta keterangan dengan lisan
atan tulisan kepada siapapun jang termasuk dalam lingkungan
Kementerian/Djawatan/Yanter dalam kekunasaan mana jang dinja-
takan bekerdja.

(3) Panitya berkewad]iban selekas mungkin memberi pen-
dapatnja kepada Pembasar Jang berkewadjiban mengambil putusan.
(4) Para angganta dan penulis dari Panitya wadjib

mengrahasiakan nendanatnja.

Pagal 13,

Patusan tertulis terhadap keberaban jang diadjukan
oleh jJang dinjatakan,diterangkan dalam surat patusan dari
jang berkewad]iban mengambil putusan dengan memperhatikan
pendapat Panitya paling lambat dalam 4 bulan sesudah hari
waktu panandatanganan surat keberatan.

?’asal l&a

Peraturan Pemerintah ini diangkap mnlai berlakm pada
tanggal 1 Djannari 1052,
Agar supaja setlap orang dapat mengetahuinja,memerintah-

kah pengnndangan Peraturan Pemerintah ik ini dengan penempatan
dalam Tambaran Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan 41 Djakarta,
pada tanggal 20 Psbrnari 1952.
Presiden Republik Indo-

nesia
Diundang 2%, - JORKARND, -
pada tanggal 22 Pegbruari 1952, Mentari Jrisan Begawai,
Menteri Kehakiman, dto. SNEROSI,

MOEHAMMAD NASROEN, -

Untuk salinan -jang serupa,
Dinry Tulis
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